
BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAhI BI.]PATI MESUJI

NOMOB ?S ?AHUN 2O2?

TEHT}T9SS

PERTJBA}IAN RENCANA KER"IA PEM&E"INTAH DAERAH ?AHUN 2A22

DENGAN RAHMAT TUT{AB€ YANG MAHA ESA

Menirnbang : a.

b.

C.

Mengingat : 1.

2.

e\J.

BUPATI MESUJI,

bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan pasal

355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2A17, Pembahan RKPD ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah;

bahu"a berd.asarkan ha"sil evaluasi pelaksanaan tahun
berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Mesuji Thhun 2A22 dan untuk menjaga

konsistensi antara pererrcanaan dan penganggaracnya

perlu dilakukan perrye*uaian;

bahwa berdaearkan pertimbarlgan sebagaimana

dimaksud daiam huruf a dan huruf b tersebut di atas,

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2A22.

Undang-Undang Norncr 25 Tahun 2O04 tentaag Si.stem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembarar Negara

Republik Indonesia ?ahun Nomor 2OO4 Nomor 1O4,

Tambahan Lemi:aran Negara Republik indonesia Nomor

442t!:
Undang-Undang Norncr 49 ?ahun 2OOS tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Repui:lik Indonesia Tahun Z00g

Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4933);

Undang-Undang l{crnor 12 Tahun ZO11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundamg-undangan

BUPATI MESUJI 
PROVINSI LAMPUNG 

PERA TURAN BUPATI MESUJI 

NOMOR 1S TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MESUJI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 

berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Mesuji Tahun 2022 dan untuk menjaga 

konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya 

perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 4933); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Mengingat 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

BUPATI MESUJ 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUJT 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT MESUI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
355 ayat (I) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 
berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Mesuji Tahun 2022 dan untuk menjaga 
konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya 
perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

:1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421) 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 4933); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 



(LemLraran Negara Republik lndonesia Tahun 20i1
Nomor 82, 'Tarnbahan Lembaran Negara Repr-rbiik

InConesia N+*:*r' 5234) sebagaimana tetrahr diubah

}:eberapa kali teral.:irir ctengan Ur:,dang-Undang Nar:lt;r:

13 Tahun 2A22 tentang Perubahan Ked.ua atas trjndang-

Un<lar:g Nomor 12 Tahun 201.1 tentang Pembentukan

Peratur"an Perur:.d,aag-undangaa {Lembaran Negara

Repubiik Indoeesia Tahrun 2022 Nomcr 143, Tarnbahan

Lernbaran Negara Repuhlik fndcr.resia N,;rncr 6801);

4. Undang-Undang Nomoi' 23 Tahun 2C14 teiltarlg

Femerintahan Daer-ah (Lembaran Negara Repuhrlik

InConesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam-Lrahan Lernbaran

Negara Repubiik Jndonesia Ncrrror 5587) sebagaimana

telah dir-ibah. beberap* kali terakhir derrgan Lrndang-

Unrlang, Nomoi' i L Talu--in 202O tentang Cipta Kerja

(Lembaran lt{egara Repu}:riik Indonesia Tahun 2A2A

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repui:lik

Indonesia Nornrr 6573);

5. Undang-Ur:clatig }{ur:rcr I Tahun }A22 lentang

Hr"lbungan Keuangan antaril Pemerintal: Pusai Ceng:ur

Pemerir:tahan Daerah {Lembaran liegara Reputrlik

Indonesia Tahu,r: 2022 Nomor 4, Tarnbahan L"ernbaran

Negara Repr"ri:trik lnConesia Nornor 6757\;

6. Per'aturan Pemrs"irial: Nor::or 39 Tahun 2OO6 teniaag

Tata Cara Pcrrgenderliern dan Evaluasi Pclaksanaan

Rencaila Peiaksanaan Pembar:gunan {Lembaran Negara

Repu-blik indonesia Tahun 2AAO Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Narn*r a663);

?. Peraturan Pemcrintah Nortrcr 2 Tahun 2O18 tentarlg

StanCar Pelayarian Minirnal. (Lembaran i\egara Republik

indonesia Tahun 20tg Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Jndonesia Nomor 617S);

8. Peraturan Perae:'intah lYornor 18 Tahun 2O16 tentar:g

Perangk-at Dacr"ah {L*mi:ara:l N*:gara Repul-'lik indcnesia

Tahun 2016 l.iomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia it{omor 5888} seLragairnana telah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 N omor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
I 

Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178]; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 



diubah dengan Peraiu:'an Fcrnerintah Nomor 72 Tahun

20i9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Ncmor 18 Tahur: 2A16 tenLang Pera*gkat Daeratr

{Lembaran Negara Repu}:lik Intlonesia Tahrun 2O19

Nomur 187, Tasnbai:ai: Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomeir 6aO2'1:

9. Peraturran Pemerinta-h Nornor 12 Tahun 2C119 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {L-ernbaran Negara

I?epublik Inclone*la Tah'r-ln 2*19 N,*r-rar 42, Tarnbrihan

{-embaran Negara Republik lndanesia Nomoi" 63221;

10. Peraturan Presiden Noirr*r 59 Tahun 2017 tentang

Peiaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan {Lerr:baran Negara Repubtrik kido*tsia

Tahur: 2017 Numc;l- i36);

l1.trreraturan Presicien F{*r-nor 18 Tahun 2O2O Rencana

Pem-bangunan Jangka Menengah i',iasional Tahun 2*2O-

2024 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 202i)

Nomor 1C);

12. Peraturan Presiden Ficmcrr 1O4 Tahun 2*21 tentartg

Rincian Anggai-an Pentlapatan d:rn Beialja Negara

Tahun Anggaran 2022 {Lembraran Negara Repuhrlik

Indonesia Tahun 2O21 Nomor 260) sehagaiman teiah

diubah dengart Pcraturan Presiden Norn*r 98 Tahun

2A22 tentang Penibahan atas Peraturan Presirlen l.{ama::

104 Tahun'2*21. tentang Rincian Anggaran Penrlapaian

darr Belanja Negara Tahun Arrggaran 2A22 ilemtraran
Negara Repubiik lndanesia Tahun 2*22 Nornor J49);

13. Peraturan lvles:.teri Dalann Negeri N*mor 80 ?ahun 2O15

tenlang Pcmbentnkan Produk Ht-rkuni Daerah {tscriLa

Negara Repubtik lndcnesia Tahun 2018 it{crnor 2G36i

seL,agaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam

Menteri Nomar 120 Tahun 2O18 tentang Pen-ibaL:.an atas

Perat:;.ran Menteri Dalarn Nrgeri Nornor 8* Tahun 2015

tenta::g Fe::rberttukan Froduk Hukurn Daerah {Berita
Ncgara Republik Indoncsia Tahurr 2018 Norncr 1.57j;

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020­ 

2024 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaiman telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam 

Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020­ 

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaiman telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) 

sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Dalam 

Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



i4. Feraturan ivlenteri Daiani l{egeri }'lomor E6 Tahun zol7
tentang Tata Cara Perencanaan, pengendaiian dan
Evaluasi Pembanguna:: Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Pe:-atu;an Da*rah terrta:tg Rencana

Pernbanglrnan Jangka Parrjang Daerah dan Rencana

Fembangunall jangka lvfenerrgah Daerah" serla Taia
Cara Perubahan Rencana pembangunan Ja:rgka
Panjang Daerah, Re*cana pembangunan Jangka
h4ene*gah Daeiali, clan: Rei:cana Kerja percerintah

Daerah {Berita l{egara Repubiik indoiiesia Tatrun zol7
Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Sosiai Non:or 9 Tahun Z01B tentang
StanCar Teknis Petrayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Mir:in:al Bidang Scsial Di *aerah pravilrsi

Dan Di Daerah Kai:upaten,iKora {Berita Negara Repubtrik

lndonesia Tahun 2018 l,iomor 868J;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum rian perumahan

Rakvat Nomcr 29IPR"/VI/2C1S tentang Standar ?eknis

Stanclar Pelayaciarr Miniinal Pekerjaan Ltmun: dar:

Perumahan Rakyat {tserita Negara Repubtik kidonesia

Tahur: 2018 Nom<ir i89i);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebud.ayaan Nornnr

32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelalianan

Minimal Pendidikart {Berita Negara Repu}:lik k:donesia

Tahun 20i8 Nornur 15S7);

18. Feraturan Menteri Daiam i{egeri Nornor 12i Tahun 2O1E

tentang Stanriar Teknis Mutu Pelarranan lJasar Sub

Urusan Ketentra:narr Dan Ketertiban Urnurn di Provinsi

Dan Kal:upater:/Kata {tserita Negara Republik lndernesia

Tarhun 2Ol9 Nornor 158);

19. Feraturan Menleri Kesehatan i.iomor 4 Tahun 2019

tentang Standa:: Teknis Pemenuhan Mutu Peia-1.anan

Dasar pada Standa:' Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan {Belita ?Vegara Repr-rblik k:donesia Tahun
2Ci9 Namor 58j;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi 

Dan Di Daerah Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1891); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Noor 1687); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 
Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi 

Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 158); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 68); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi 
Dan Di Dacrah Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 
Stander Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1891); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 
Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1687); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 
Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi 
Dan Kabupaten/ Kota [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 158); 

19. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 68]; 



20. Feraturan lv{errteri Dalam Negeri i.lomor 90 Tahun 20i9

tentang Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

{Berita Negara Repu,trlik Ind,:nesia Ta-hr:n 20119 N':tror
1 tl A-7\'i3'f t t)

21. Feraturan Menteri Daiam Negeri l,isrmor 77 Ta-nurt 2A2Ct

tentang Pedoman Tekni-s Pengelalaan Ke:-ranga:r Daerah

{Berita Negara Republik trndonesia Tahun 2079 Ncmor

1447j;

Z7.Peraturarr Menteri Daiam flIegeri Nornor 59 Tahun Zt)Zl

{-entang Penerapare Standar PelaYanan h{inimal iBerila

Negara Repr-iblik Jnclonesia T'ahun 2O2l Nomor 1419i;

23. Peraturan lViente:^i Dalam Negeri Nomor 7? Tahul:. 2C20

tentai:g Pedr-.tnan Tektris Pengelclaan Keuangan *aeral-r

(Berita it{egara Republii< iiidonesia Tahun 2A20 Ncalor
r En r \r /.'1I;

24.Pera*tran Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tal:un 2421

tentang Pedorcan Penyusunan Rencana Kerja

Pe*reriritah Daerah Tall-rn 2A22 iBerita Negara Repul:lik

Inclonesia Tahun 2fr21Nomor );

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri l{t,mor O5O-37O8

Tahun 2O2A tentang Hasii \reritikasi dan Validasi

Pernuktakhiran Klasifikasi, Kad.e{ikasi Can Nomeak}atr.rr

Pe rcncanaan Pen: b6s gu rlat dan Ktuarrgarr D aerah ;

25. Keputusan &{enteri Dalarm }{cgeri Nr:mcr 05O-5889

Tahr-rn 2A21 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemr-rtakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Namenklatr-rr

Perencanaan Perrabarrg".rlian dan Keuangan Daerah;

27.?eratlrran Daerah Fr*r,insi Lampung l{or:noi' 6 ?ahun

2005 tentang Rencana PembantrS-rnan Jangira Panjang

Daerair Provinsi Lampung 2005-2025 ilembraran Daerair

Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor 6);

28. Peraturan Daeral: Pravinsi Larapung Ncrnor 7 Tahun

2011 t-*i:tang Rencana Fer*bangunan ..ja*gka Fnnjarrg

I{abupaten Mesu;i Tahun 2$A5-2fr25 {Lernbaran }aerah

Provinsi Lampung Ta}:un ZALL Nomor 7i;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor ); 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Lampung 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor 6); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor ); 
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan clan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Lampung 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2005 Nornor 6); 
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7); 



Menetapk-an

29. Feraturan Daerah Pr<lvinsi Lampung Nornerr i3 Tahun

20i9 tentang Rencana Pemhangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi L-arnpung Tahun ?.A19-2*24 {Lembaran

Daerah Provinsi tan:perlrg Tahr,r-n 2019 Nom*r 13,

Tarrrbahan Lembxan Daerali Prr:vinsi l-ampung Noriicr

500i sebagairnana telah diubah dcngan Peraturan

Daerah Provinsi Larnpung Nomor l2 Tahun 2A2L

tentang Perubah:rn atas Peraturan Daer"ah Provinsi

Laitrpung l{on:or 13 Tahun ?O19 tentar:g Rer:cana

Pernbanguiran ialrgka &{enengatr Daerah Frovinsi

Lampung Tahun 2019-2A24 {Lembaran Daerah Fruvinsi

Lampr-;.ng Tahu* 2t21 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi L.ampung Nosroi^ 52i);

3O. Perat.uran Daei-ah Kabripaten }r.{esuji N'-:mcr 11 Tahr.rn

2Afi tenlang Rencana PembanS3-rnan Jamgka Menengah

iRPiMDi 2OL7-2'02'2 {Lembaran Daerab" Kabupaten

Mesuji Tahun 20L7 Noraor I i);

3l.Peraturarr Daerah Kabupaten Mesuji Namor 6 Tahun

2020 lenlar:g Fembenlukan deur Susunar:r Per"angkat

Daerilh Kabupaten &tesuji (Lembaran Daerah Kabupaten

Mesuji Tahun ZfrzCI Nr:mor 6);

32" Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nornor 6 Tahun

2O2l tentang A:-?ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tah';rn Anggara;'r 2A2? iBerita Daeral: Kal:upaten Mesrlji

Tahun 2A2l Nomi:r 5);

33. Peraturan Gubernur l.arnpung Nomor 23 Tahun 2421

tentang Rencaaa Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2A22 (Berita Daerah Frovinsi Larnpung

Tahun 2A21Nomor 23i.

i\,/,E.4.{] ITI IqIJA !\I .

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAF{AN RENC.4NA

KtrRJA PtrMtrRlI'{TAH T}AERAFI TAHUN 2*22,

-1lr1-t', r

Irt It1"r\ I uAl\ UIVtUiVr

n-- ^^, arasiat t

Menetapkan 

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 

500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 521); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mesuji Tahun 2017 Nornor 11); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mesuji Tahun 2020 Nomor 6); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji 

Tahun 2021 Nomor 6); 

33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2021 Nomor 23). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan 

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 

500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 521); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mesuji Tahun 2017 Nomor 11); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mesuji Tahun 2020 Nomor 6); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji 

Tahun 2021 Nomor 6); 

33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2021 Nomor 23). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dirriaksucl d,engan :

1" Daerah adalah kesatuan masvarakat Lrui<r-rm )rang rnempunyai batas-

batas r+'ilayah ]/a$g berurenafig r::engatur dan rneirguru$ urusan
Pemer*:taham dan Kepentiriga.n inasyarakat seteryrpat menr-trut prakarsa

sendiri berdasarkart aspirasi rrraeyarakat datram sistern I'teglara Kesatuar:

Repubiik indonesia.

2. Pemerintah ciaerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai un.sur

peevelen ggara pemerintahaa daen'ah.

3. Bupati adalah Br-rpati Mes.-rji.

4. Badan Perencanaan Pen:bangunan Penelit-ian dan Pengemi;angan

Daerah, selanjutnva disingkai Eappeliibangria adalair Ltnsur perencana

penveienggaraan pemerint*J:ar: .),ang melaksanakan tugas dan

me$goordinasikan, mensicergikan dan n:engtrarrnonisasikan

pe{]j'usunan, peilgundalial, dar: cvaluas.i pelaksanaan rericana

pcnibiinguna.n dacraii.

5. Perangkat Daerah, selanjurnya ciisingkat FD adaiah perangkat clieerah

pada pemerintah daerah selak-u penggulta anggaran / penggp:na barang.

5. Renca::a Perabangllrian Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji

Tahur: 20O5-2O25, selar4r;rlnya clisebr-rt RFJPD adalah clokumen

pereilcanaan pefiibangunan daerah untuk periode 20 (dua puluir) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahuir 2025.

7 " Rencana Pembangurran Jangka Menengah Daerah, seianjutnya ciisi.ngkat

RPJISD adaiah dckumen prrenca;?ean pernbangunan jangka rnenengah

daerah untlrk peri*de 2D17-2#22-

8. Rericana l{erja l}emerintah Daerair, selanjutnya disingkat RI{PD adaiah
dokumen perencanaan daerait untuk periocle 1 isatui tahun atau disebut

dengan rencana pembangunan tahurran daerah.
q. Rerecana Strategis Satuan Kerja Ferangkat Daerah, selanjr-ltnya disingkat

Rer:sn':'a-SKPD adalah dakumtri pererl.:anaan SKpD untuk periode 2C17-

a\J24.

1O. Rencana Kerja Satuan Ke{a Perangkat Daerah, seianjutnya disingkat
Renia-SKPD adaiah Cokumen perencanaan SKPD untuk period"e 1 {saru}
'l 

^har.h

11. Rcncana Kerja Fernerinlah, sela*jutnya disingkat RKP aelalah d'rkumen
perencanaan daerah untuk pen*de i{satu} tahun.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas­ 

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mesuji. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah, selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 

mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji 

Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 

daerah untuk periode 2017-2022. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun atau disebut 

dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat 

Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2017­ 

2022. 

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat 

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 

Tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode l(satu) tahun. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas­ 

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mesuji. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah, selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 

mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah. 

5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji 
Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPIPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 
daerah untuk periode 2017-2022. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun atau disebut 
dengan rencana pembangunan tahunan daerah 

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat 
Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2017­ 
2022. 

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat 
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode l (satu) 
Tahun. 

IL. Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode I(satu) tahun. 



12* Perubahan Ansgaran Penrlapalan dan tselanja Daerah, selanjutr":-va
disingkat P-APBD a<iaiah perubahan rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah irang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

13. Perubal:an Kebijakan Umum Anggaran Pen<lapatan dan Belanja Daera-h,
seianjutnya disingkat P-F{UA adaiah cickuiaen yang i:rernuat pei-ul;ahan
kebijakan bidang pendapatan, berarda, dan pen:bia.yaan serta asumsi
yang rnendasarinya.

14' Perubahan Prioritas dan Plafoa Anggaran Seraentara" selanjutnS,.a
disingkat P-PPAS aelalah perrtbahan rarlcangan prograrn prtoritas dar.r

patokan l:atas maksimai anggaran yang diberikan kepada FI) untuk
seliap program sebagai acu.an elalam penyusunan Rencana Kerja
Anglaran PD (RKA-PD) sebeiu::: Cisepakati dengan DPRD"

15- Isu Strategis adaiah kandisi atru hal yang harus Ciperhatikan atau
clikedepankan dalar:r pertrfirafiaafi pern'!:angr_rnan Dacrah karena
danipiiknYa yang sigr:ifikan i:agi Daerah clengan karakterisuk bersiiat
penting. rrrendasar, menelesak, berjangka menengahlpanjang, dan
meneQtukan pencapaian tuluan penveienggaraari pemerintahan Daerah
di rnasa ].ang akan datang.

16. Tujuan adalah sesuatu kcndi i yailg akan clicapai atau clihasilkan dalara
jangka r,vaki.l 4 (ernpat] T:rhur:an.

17. Sasaran adalah rurriusan kondisi .yang menggamba.rkan tercapair:ya
tujuan, berupa hasil pemban,q"unan Daerah/perangkat Daerah yang
diperr:le}: dari pencapaian hasil {*utcome} prcgram Ferangkat Daeratr.

18. Strategi adalah langkah berisikan prilgraffi-program *ebagai pri*ritas
pcmbangunai-r Daerah/ Perangkat Daerah untuk rnencapai sasai"an.

19" Arah Ketiijakar: adala.h rurnusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk rnen3relesaikan permasalahan pernbangunan dan mengantisipasi

isi,r st-rategis Daerahf Ferarlgkat Daerah yang dilaksanakan secara

i:ertahaip se bagai penjat-:aran strategi.

2CI. Prcgrarn adaiah perrjabai'al1 kebijakan Perangkat Daerah d:ilan: bentui<

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

riaya -l'ang disecj.iakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai riengan

tugas dan fungsi.

21" Kine{a adaiah capaian keluaran/}rasilldarnpak dari kegiata:rf programl
sasaran sehubungan dengan penggllnaai-t sumber daya pembangunan.

12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat P-APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat P-KUA adalah dokumen yang memuat perubahan 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya. 

14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya 
dising kat P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk 

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran PD (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. 

15.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah 

di masa yang akan datang. 

16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 4 (empat) Tahunan. 

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

20. Program adalah penjabaran kcbijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan rnenggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
tu gas dan fungsi. 

21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ 
sasaran sehubungan dengan penggunaan surnber daya pernbangunan. 

12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat P-APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat P-KUA adalah dokumen yang mcmuat perubahan 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya. 

14. Perubahan Prioritas dan PLafon Anggaran Sementara, selanjutnya 
disingkat P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk 
setiap program sebagar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran PD (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD 

15.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
di masa yang akan datang. 

16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 4 (empat) Tahunan. 

7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi 

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 

21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ 
sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 



22. Indikator Kinerja adalah ta*da yang berfungsi sebagai atat ukur
pencapaian kineqia suatu kegiatan, prograrn atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran {outpufi, hasil {outcorre}, darnpak {inzpactl"

23" Ha*i] $*utcamej adalah keada*,r: yang ingin dicapai atau dipe:.tahankan
pada penerima manf'aat clalarrr pedode rvaktu tertentu yarrg
mf,&ccrrninkan berfungsinya keluara;r dari beherapa kegiatan dalam salu
pregrarIr,

24. Ketruaran {aafpuf} adalah suatu pr*rluk akhir herupa bxang atau jasa

dari serangkaian proses atas srunber daya pernbangunan agar i-rasil

{cufc*nrei riapat terw,ujud.

tsAB i{

PBRUBAHAN RtrNCAHA KERJA FEI!{ERINTAH DAERq.}i

Pasal 2

{1i Maksud Perubahan RKPD tah"utr **22 ada.iah iandasan dan pedonlan
operasi*nal bagi PD dalam ra?*rencanakan dan melaksanaksr:
pemba:rgllnan Tahun 2A22 yefig aremuat arah kebijakan pembangunan,

strategi dan prioritas pemLrangut:arx: prograr& dan kegiatafi serta rencana
ke{a dan kerangka pendanaartn_r-a.

{2} Tuji.rar: Per-uba}ran RKPD Tahurr 2*22 adalah :

a. seLragai pedcman datan: menyu$un P-KUA dan P-PPAS dalam
rangka penyu$Llllan Ba:-:car:gan P-APBD Tahun Anggaran 2A22;

b. sebagai pedeirnan bagi P0 etralam rnelakukan Pen:bahan Rencana

Ke{a (P-RANJA} dan Reacana Kerja dar: Anggaran Peruba}:an

{Rii4.P} Tahun Anggar*:: 2{}2?;

{. sebagai alat untuk rr:r*ja,r-nin keterkaita-n dan konsistensi a;itara
perencanaan, pengangsaraln-, pelaksanaan dal"r pengawasarr

pen:bangurlaR Ka-Lrupater: Mesuji Tahun ZOZZ "

Fasa.tr 3

Perubahan RKPD Tahun 2A22 melipuri perge-eeran kegiatan antar pI),

peaghapusa& kegiatan, penambaha* kegiatan l:aru, penambahan atam

penfJura*gan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kel*rnpr:k sasaran kegiatan.

22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 

23. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 

pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
rnencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu 

program. 

24. Keluaran ( output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa 

dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil 

( outcome) dapat terwujud. 

BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2022 adalah landasan dan pedoman 

operasional bagi PD dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan pembangunan, 

strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana 

kerja dan kerangka pendanaannya. 

(2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah : 

a. sebagai pedoman dalam menyusun P-KUA dan P-PPAS dalam 

rangka penyusunan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022; 

b. sebagai pedoman bagi PD dalam melakukan Perubahan Rencana 

Kerja (P-RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 

(RKAP) Tahun Anggaran 2022; 

c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2022. 

Pasal 3 

Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi pergeseran kegiatan antar PD, 

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan 

kelornpok sasaran kegiatan. 

22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output, hasil (outcome), dampak (impact). 

23. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu 

program. 
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa 

dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil 

(outcome) dapat terwujud. 

BAB II 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
(I) Maksud Perubahan RKPD tahun 2022 adalah landasan dan pedoman 

operasional bagi PD dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan pembangunan, 

strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana 

kerja dan kerangka pendanaannya. 
(2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah. 

a. sebagai pedoman dalam menyusun P-KUA dan P-PPAS dalam 

rangka penyusunan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022; 
b. sebagai pedoman bagi PD dalam melakukan Perubahan Rencana 

Kerja (P-RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 

(RKAP] Tahun Anggaran 2022; 
c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2022. 

Pasal 3 
Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi pergeseran kegiatan antar PD, 

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan 

kelompok sasaran kegiatan. 



Fasal 4

{ 1} Sistematika Dokurnen Peruh,ahan RKPD Tahun 2CI22 adaiah sebagai

berikut :

BAB I
E}AI> IT
DAL) IL

ftAn trrrJAlJ III

BAts IV

UAD V

IJr\M Vt

tzi Dokumen Perubaha-n RKPD Tahun 2CI22 sebagaimana d"imaksuC pada

a3'at il) tercantum dalam la:::piran .vang rnerupakan hragian -vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bu;:ati ird.

i-, n ra rrrtffl'D ill

PENLJTUP

tsasai 5

Peraturan Bupati ini mr-riai i:eriaku pada ranggai diunciangkan"

Agar setiap orang rnengeta-huin-ya. rr:emerintahkan pengunCangarl Per:atu;:an

Bupati ini Cengan peneinilatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesr-rji.

Ditetapkan di ivlesuji
pada tanggal os Ag,lvttts 2*22

PtrNJABAT BUPATI MESUJI"

Diundangkan di tuiesqji
pada tanggal 2J22

SEKRETARiS DAERAII KABUPATEN MESU.]I.

SUDiN

PEI{DitHULLTAN;

E\TALUAST HASIL TRIWULAI"{ il TAHUN 2C22;

KERA}{GKA EKOi\iOMi DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH;

SASARAN DAN PRIORITAS PEII{BAGUNAI{

DAERAH;

RE}{CANA KERJA DAi\i PENDANAAN DAERAI{;

PEI{UTUP

BFJRITA Df\ERAH KABUPATE;N MESUJ{ TAI&]I{ 2022 }.ICMOR

Pasa14 

() Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai 
berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

PENDAHULUAN; 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022; 

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH; 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBAGUNAN 
DAERAH; 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 

PENUTUP 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal os 66yy> 2022 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR 

Pasal 4 

(1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai 
berikut ; 

BAB I 
BAB II 
BAB III 

BAB IV 

BAB V 
BAB VI 

PENDAHULUAN; 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022; 
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH; 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBAGUNAN 

DAERAH; 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 

PENUTUP 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal or y> 2022 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesujf 
pada tanggal 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESU.JI TAHUN 2022 NOMOR 
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